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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

I.1 Latar Belakang 

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah  

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 

berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program 

dan kegiatan RKPD berkanaan; dan/atau 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kerja  

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun 

menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Peraturan Kepala Daerah tersebut 

telah ditetapkan, yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 

untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2024. 
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Adapun Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini : 

 

Gambar 1.1 
Proses Penyusunan Rencana Kerja PD 

 

 
 
 
 

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya   

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota 

Surabaya periode 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi 

Jawa Timur. Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun 

menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. 
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Gambar 1.2 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

 
 

I.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP, diatur berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah; 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
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Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. 

16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang 

Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. 

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024. 

18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/201/436.1.2/2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024; 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi 

dan realisasi proyek penanaman modal; 

d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal yang terintegrasi; 

e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi 

penanaman modal; 

f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; 

g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, 
 

termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman 

modal; 

h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha; 

i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian 

penanaman modal; 

j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, 

pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan; 

k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan 

perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan; 

l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan 

perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non 

perizinan; 

m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau 

pelimpahan wewenang; 

n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota 
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Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

Gambar 1.3 
Bagan Organisasi Perangkat Daerah 

 

 

 
Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan 

pemerintah bidang penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal 

Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
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Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

Provinsi Dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal 

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

sehingga urusan penanaman modal tidak memerlukan standart pelayanan 

minimal. 

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang 

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 

Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Masyarakat. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah sebagai berikut : 

Maksud  

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah : 

a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun). 

b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat 

Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Tujuan  

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah : 

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah 

dalam jangka 1 tahun. 

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat 

Daerah 

c.  Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat 

Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing- 

maing bidang dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan 

Perangkat Daerah. 
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I.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, sebagai berikut: 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian 

ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan 

Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat 

daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat 

Daerah. serta keterkaitan antara Renja Perangkat   Daerah 

dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. 

 
1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini 

dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang 

Susunan   Organisasi   dan   Tata   Kerja   serta   Kewenangan 

Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan 

Penganggaran, ketentuan   tentang   Indikator Kinerja   Kunci 

(IKK) Perangkat Daerah. 
 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan 

Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam 
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penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis 

besar isi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah 

tersebut. 

 
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAN 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra 

Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi 

pelaksanaan  Renja Perangkat Daerah 2024. 

 

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, 

faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai 

rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan 

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal 

RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun 

kombinasi keduanya. 

 
BAB IV PENUTUP 

Dalam penutup Perubahan Renja ini dijelaskan catatan penting 

yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran 

dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-

kaidah pelaksanaan Perubahan 2024 serta rencana tindak 

lanjutnya secara garis besar. 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 

BERKENAN 

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan I Tahun Berkenan 

Evaluasi Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya disusun dengan 

memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sampai dengan 

triwulan I. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sampai dengan triwulan I sebagai berikut : 

Realisasi Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 

No Sub Kegiatan 
Target Capaian 

Kinerja (Output) 
Realisasi Capaian 

1 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
27 Orang/bulan 

27 

Orang/bulan 
25% 

2 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

12 Laporan 3 Laporan 25% 

3 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

12 Laporan 3 Laporan 25% 

4 

Penyusunan Peta 

Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

4 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 

Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 0 Dokumen 0% 

6 

Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan 

Nonperizinan 

Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

12000 Pelaku 

Usaha 

2465 Pelaku 

Usaha 
20.54% 

7 
 Pemantauan, 

Analisis, Evaluasi, 

11500 Kegiatan 

Usaha 

2033 Kegiatan 

Usaha  
17.67% 
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No Sub Kegiatan 
Target Capaian 

Kinerja (Output) 
Realisasi Capaian 

dan Pelaporan di 

bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko 

8 

Bimbingan Teknis 

kepada Pelaku 

Usaha 

270 Pelaku 

Usaha 
0 Pelaku Usaha 0% 

9 
Pengawasan 

Penanaman Modal 
2900 Kegiatan 

Usaha 

663 Kegiatan 

Usaha 
22.86% 

10 

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

4 Dokumen 0 Dokumen 0% 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 

dari target 27 Orang/bulan terealisasi 27 Orang/bulan sehingga persentase 

capaian sebesar 50%. 

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Dengan indikator Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang disediakan, dari target 12 Laporan terealisasi 3 Laporan 

sehingga persentase capaian sebesar 25%. 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan, dari target 12 Laporan terealisasi 3 Laporan 

sehingga persentase capaian sebesar 25%. 

4. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 

Dengan indikator Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, 

dari target 4 Dokumen terealisasi 0 Dokumen sehingga persentase capaian 

sebesar 0% 

5. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 

Dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Kabupaten/Kota, dari target 3 Dokumen terealisasi 0 Dokumen 

sehingga persentase capaian sebesar 0%  
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6. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dari target 12000 Pelaku Usaha 

terealisasi  2465 Pelaku Usaha sehingga persentase capaian sebesar 

20.54%. 

7. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, 

analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis 

risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Usaha, dari target 11500 Kegiatan Usaha terealisasi sehingga 2033 

Kegiatan Usaha persentase capaian sebesar 17.67%. 

8. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 

Dengan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi 

Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dari target 270 Pelaku Usaha 

terealisasi 0 Pelaku Usaha sehingga persentase capaian sebesar 0%. 

9.   Pengawasan Penanaman Modal 

Dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah 

dianalisa dan di verifikasi data, profil dan informasi Kegiatan Usaha dari 

Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan : serta dilakukan Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, dari target 2900 Kegiatan 

Usaha terealisasi 663 Kegiatan Usaha sehingga persentase capaian sebesar 

22.86%. 

10. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

Dengan indikator Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, dari target 4 Dokumen 

terealisasi 0 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 0%. 
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Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan  

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan 

realisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

- Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan 

adanya jumlah perizinan yang bertambah sehingga banyaknya 

pemohon yang melakukan perizinan secara online maupun manual 

seperti : 

1. Sistem online memudahkan masyarakat melakukan pengajuan 

permohonan perizinan. 

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra  

Perangkat Daerah  

- Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan 

- Meningkatkan pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik dan 

pertumbuhan ijin realisasi investasi 

- Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi 

perkantoran dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik 

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab. 

a. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana untuk 

pelayanan perizinan di unit pelayanan dan klinik investasi yang 

memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha. 

b. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas 

layanan publik. 

c. Penyediaan potensi penanaman modal yang berbasis kawasan /proyek 

yang menarik minat investor. 

d. Pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku 

usaha secara intensif dalam pengurusan perizinan dan kewajiban 

LKPM. 

e. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentnag 

Penanaman Modalyang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan 

tindakan pemerintahan. 

Rekapitulasi Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 
dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 

Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

2  Urusan Pemerintahan Wajib 
Yang Tidak Berkaitan Dengan 
Pelayanan Dasar 

                     

2.18   Urusan Pemerintahan 
Bidang Penanaman Modal 

                     

2.18.01    Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  15,852,45
5 

 12,288,10
0 

 
14,689,70

9 

 
2,599,93

3 

 
6,950,70

0 

 

- 

 

- 

 
9,550,63

3 

 
21,838,73

2 

 
137,76

% 

     Tingkat 
kepuasan 
pegawai 
terhadap 
pelayanan 
kesekretariata
n 

93 %  92.68 
% 

 91 %  94.71 
% 

 94.52 %  -  -  94.52 %  94.52 %  101.63%  

2.18.01.2.
02 

    Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

  13,545,52
8 

   
10,656,39

0 

 
2,196,45

3 

 5,423,48
2 

 -  -  
7,619,93

5 

 
7,619,935 

 
56.25% 

      Persentase 
ketepatan waktu 
pelayanan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  -  -  100 %  100 %  100.00 
% 

 

2.18.01.2.
02.0001 

     Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  33,513,64
1 

   
10.656.39

0 

 
2.196.45

3 

 
5.423.48

2 

 
- 

 
- 

 
7.619.93

5 

 
7.619.935 

 
22,74% 

       Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

N/A  N/A  40 
Orang/
bulan 

 27 
Orang/
bulan 

 36 
Orang/b

ulan 

 -  -  36 
Orang/bu

lan 

 36 
Orang/b

ulan 

 N/A  

2.18.01.2.
08 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

  2,306,927    
4,033,319 

 
403,481 

 1,527,21
7 

 -  -  
1,930,69

8 

 
1,930,698 

 
83.69% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

Daerah 

      Persentase 
pemeliharaan 
dan Pengadaan 
Sarana 
Perkantoran 

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  -  -  100 %  100 %  100.00 
% 

 

      Persentase 
Ketersediaan 
Barang dan 
Jasa 

100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  -  -  100 %  100 %  100.00 
% 

 

2.18.01.2.
08.0004 

     Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

  3,386,893    
3.896.332 

 
386.659 

 
1.474.76

7 

 
- 

 
- 

 
1.861.42

6 

 
1.861.426 

 
54,96% 

       Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 
yang 
Disediakan 

N/A  N/A  12 
Lapora

n 

 3 
Lapora

n 

 6 
Laporan 

 -  -  6 
Laporan 

 6 
Laporan 

 N/A  

2.18.01.2.
08.0003 

     Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor 

  525,229    

136.987 

 

16.822 

 

52.450 

 

- 

 

- 

 

69.272 

 

69.272 

 

13,19% 

       Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

N/A  N/A  12 
Lapora

n 

 3 
Lapora

n 

 6 
Laporan 

 -  -  6 
Laporan 

 6 
Laporan 

 N/A  

2.18.02    Program 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

  665,825  472,905  
489,288 

 
72,722 

 
211,371 

 
- 

 
- 

 
284,094 

 
756,998 

 
113,69

% 

     Jumlah 
Investor 
PMA/PMDN 

230 
Perus
ahaan 

 170.00 
Perus
ahaan 

 190 
Perus
ahaan 

 13.00 
Perus
ahaan 

 47.00 
Perusa
haan 

 -  -  47.00 
Perusaha

an 

 47.00 
Perusa
haan 

 20.43%  
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

2.18.02.2.
02 

    Pembuatan Peta 
Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

  665,825    
489,288 

 
72,722 

 211,371  -  -  
284,094 

 
284,094 

 
42.67% 

      Persentase 
Kesesuaian 
Usaha 
Terhadap Peta 
Potensi dan 
Peluang Usaha 

78 %  77.4 %  74 %  0 %  0 %  -  -  0 %  77.4 %  99.23 %  

2.18.02.2.
02.0004 

     Penyusunan 
Peta Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kot
a 

  665,825    

489.288 

 

72.722 

 

211.371 

 

- 

 

- 

 

284.094 

 

284.094 

 

42,67% 

       Jumlah 
Dokumen Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

N/A  N/A  4 
Doku
men 

 0 
Doku
men 

 0 
Dokum

en 

 -  -  0 
Dokumen 

 0 
Dokum

en 

 N/A  

2.18.03    Program Promosi 
Penanaman Modal 

  738,216  539,336  
639,855 

 
44,968 

 
153,878 

 
- 

 
- 

 
198,847 

 
738,182 

 100,00
% 

     Persentase 
Calon Investor 
/ Investor yang 
Mempunyai 
Minat 
Berinvestasi 

60 %  59.67 
% 

 55 %  0.00 %  55.42 %  -  -  55.42 %  55.42 %  92.37%  

2.18.03.2.
01 

    Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  738,216    

639,855 

 

44,968 

 153,878  -  -  

198,847 

 

198,847 

 

26.94% 

      Jumlah Calon 
Investor / 
Investor Yang 
Memperoleh 
Informasi 

300 
Calon 
Invest

or / 
Invest

 305 
Calon 
Invest

or / 
Invest

 250 
Calon 
Invest

or / 
Invest

 0 
Calon 
Invest

or / 
Invest

 83 
Calon 

Investor 
/ 

Investor 

 -  -  83 Calon 
Investor / 
Investor 

 388 
Calon 

Investor 
/ 

Investor 

 129.33 
% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

Peluang dan 
Potensi 
Investasi 

or or or or 

2.18.03.2.
01.0002 

     Pelaksanaan 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

  738,216    

639.855 

 

44.968 

 

153.878 

 

- 

 

- 

 

198.847 

 

198.847 

 

26,94% 

       Jumlah 
Dokumen Hasil 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal 
Kabupaten/Kota 

N/A  N/A  3 
Doku
men 

 0 
Doku
men 

 2 
Dokum

en 

 -  -  2 
Dokumen 

 2 
Dokum

en 

 N/A  

2.18.04    Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

  5,864,492  3,909,862  
3,298,629 

 
648,707 

 1,591,61
6 

 
- 

 
- 

 2,240,32
3 

 
6,150,184 

 104,87
% 

     Ketepatan 
waktu 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
lingkup 
penanaman 
modal 

100 %  100.00 
% 

 100 %  100.00 
% 

 100.00 
% 

 -  -  100.00 %  100.00 
% 

 100.00%  

2.18.04.2.
01 

    Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu 
dibidang 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

  5,864,492    

3,298,629 

 

648,707 

 1,591,61
6 

 -  -  

2,240,32
3 

 

2,240,323 

 

38.20% 

      Jumlah kegiatan 
usaha yang ijin 
usahanya 

12000 
Kegiat

an 

 12373 
Kegiat

an 

 11500 
Kegiat

an 

 2033 
Kegiat

an 

 5158 
Kegiata
n usaha 

 -  -  5158 
Kegiatan 

usaha 

 17531 
Kegiata
n usaha 

 146.09 
% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

dilakukan 
pemantauan 

usaha usaha usaha usaha 

      jumlah berkas 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha, 
Pelayanan 
Perizinan Non 
Berusaha dan 
Pelayanan Non 
Perizinan yang 
telah diterbitkan 

10000
0 

berka
s 

 98030 
berkas 

 90000 
berkas 

 30292 
berkas 

 60982 
berkas 

 -  -  60982 
berkas 

 159012 
berkas 

 159.01 
% 

 

2.18.04.2.
01.0008 

     Pemantauan, 
analisis, 
evaluasi, dan 
pelaporan di 
bidang 
perizinan 
berusaha 
berbasis risiko 

  1,092,027    

677.769 

 

109.260 

 

325.038 

 

- 

 

- 

 

434.298 

 

434.298 

 

39,77% 

       Jumlah 
Kegiatan Usaha 
yang mendapat 
pemantauan, 
analisis, 
evaluasi, dan 
pelaporan di 
bidang 
perizinan 
berusaha 
berbasis risiko 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
bagi Kegiatan 
Usaha Dari 
Pelaku Usaha 

N/A  N/A  11500 
Kegiat

an 
Usaha 

 2033 
Kegiat

an 
Usaha 

 5158 
Kegiata

n 
Usaha 

 -  -  5158 
Kegiatan 
Usaha 

 5158 
Kegiata

n 
Usaha 

 N/A  

2.18.04.2.
01.0006 

     Penyediaan 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui Sistem 
Perizinan 
Berusaha 

  4,772,465    

2.620.860 

 

539.447 

 

1.266.57
8 

 

- 

 

- 

 

1.806.02
5 

 

1.806.025 

 

37,84% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

Berbasis Risiko 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

       Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
Mendapatkan 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui Sistem 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

N/A  N/A  12000 
Pelaku 
Usaha 

 2465 
Pelaku 
Usaha 

 5415 
Pelaku 
Usaha 

 -  -  5415 
Pelaku 
Usaha 

 5415 
Pelaku 
Usaha 

 N/A  

2.18.05    Program Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

  1,056,164  837,464  
705,537 

 
89,336 

 
313,416 

 
- 

 
- 

 
402,751 

 
1,240,215 

 
117,43

% 

     Persentase 
perusahaan 
yang 
menyampaikan 
LKPM 
(Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) 
dibandingkan 
dengan 
perusahaan 
yang 
mengikuti 
bimbingan 
teknis 

46 %  45.73 
% 

 44 %  0.00 %  0.00 %  -  -  0.00 %  0.00 %  0.00%  

2.18.05.2.
01 

    Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

  1,056,164    

705,537 

 

89,336 

 313,416  -  -  

402,751 

 

402,751 

 

38.13% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

      Jumlah 
perusahaan 
yang 
menyampaikan 
LKPM (Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) yang 
telah di bimtek 
maupun yang 
belum mengikuti 
bimtek 

1500 
perus
ahaan 

 1230 
perusa
haan 

 1300 
perusa
haan 

 417 
perusa
haan 

 683 
perusah

aan 

 -  -  683 
perusaha

an 

 1913 
perusah

aan 

 127.53 
% 

 

2.18.05.2.
01.0005 

     Bimbingan 
Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

  283,670    
174.442 

 
0 

 
56.816 

 
- 

 
- 

 
56.816 

 
56.816 

 
20,03% 

       Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
Mengikuti 
Bimbingan 
Teknis/ 
Sosialisasi 
Implementasi 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko 
dan 
Pengawasan 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko 

N/A  N/A  270 
Pelaku 
Usaha 

 0 
Pelaku 
Usaha 

 67 
Pelaku 
Usaha 

 -  -  67 
Pelaku 
Usaha 

 67 
Pelaku 
Usaha 

 N/A  

2.18.05.2.
01.0006 

     Pengawasan 
Penanaman 
Modal 

  772,494    
531.095 

 
89.336 

 
256.600 

 
- 

 
- 

 
345.936 

 
345.936 

 
44,78% 

       Jumlah 
Kegiatan Usaha 
dari Pelaku 
Usaha yang 
Telah Dianalisa 
dan Diverifikasi 
Data, Profil dan 
Informasi 
Kegiatan Usaha 
dari Pelaku 

N/A  N/A  2900 
Kegiat

an 
Usaha 

 663 
Kegiat

an 
Usaha 

 1359 
Kegiata

n 
Usaha 

 -  -  1359 
Kegiatan 
Usaha 

 1359 
Kegiata

n 
Usaha 

 N/A  
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

DIlakukan 
Inspeksi 
Lapangan ; 
serta DIlakukan 
Evaluasi 
Penilaian 
Kepatuhan 
Pelaksanaan 
Perizinan 
Berusaha 

2.18.06    Program Pengelolaan 
Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman 
Modal 

  377,020  229,449  

205,326 

 

38,377 

 

73,456 

 

- 

 

- 

 

111,833 

 

341,282 

 

90,52% 

     jumlah 
permohonan 
pemanfaatan 
data investasi 
dan 
penanaman 
modal 

20 
lemba

ga 

 20.00 
lemba

ga 

 20 
lemba

ga 

 6.00 
lemba

ga 

 12.00 
lembag

a 

 -  -  12.00 
lembaga 

 12.00 
lembag

a 

 60.00%  

2.18.06.2.
01 

    Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang 
Terintegrasi pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  377,020    

205,326 

 

38,377 

 73,456  -  -  

111,833 

 

111,833 

 

29.66% 

      Jumlah 
perusahaan 
yang dilakukan 
evaluasi kinerja 
penanaman 
modal 

500 
perus
ahaan 

 387 
perusa
haan 

 400 
perusa
haan 

 127 
perusa
haan 

 243 
perusah

aan 

 -  -  243 
perusaha

an 

 630 
perusah

aan 

 126.00 
% 

 

2.18.06.2.
01.0002 

     Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan 
Data dan 
Informasi 
Perizinan 
Berbasis 
Sistem 

  377,020    

205.326 

 

38.377 

 

73.456 

 

- 

 

- 

 

111.833 

 

111.833 

 

29,66% 
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Kode Sasaran 
Urusan / Program / Kegiatan / 

Subkegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target Renstra PD 
pada Tahun 2026 

(Akhir Periode 
RPJMD) 

Realisasi Capaian 
Kinerja Renstra PD 

sampai dengan 
Renja PD Tahun Lalu 

2023 

Target Kinerja dan 
Anggaran Renja PD 
Tahun berjalan 2024 

yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 

Renja PD yang 
dievaluasi 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2024 

Tingkat Capaian 
Kinerja Dan Realisasi 

Anggaran Renstra 
PD s/d tahun 2024 

(%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 

I II III IV 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 
K Rp.(000) K Rp.(000) K 

Rp.(000
) 

K 
Rp.(000

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x100% 

Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

       Jumlah Data 
dan Informasi 
Perizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik yang 
Diolah, Dikaji 
dan 
Dimanfaatkan 

N/A  N/A  4 
Doku
men 

 0 
Doku
men 

 1 
Dokum

en 

 -  -  1 
Dokumen 

 1 
Dokum

en 

 N/A  
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

III.1.  Program dan Kegiatan  

Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2024. 

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan 

kegiatan mengacu pada : 

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 Kota Surabaya. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota 

Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Tahun 2022 - 2026, 

Dari 5 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 1 dan 4 dengan 

tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

- Misi 1 
Mewujudkan perekonomian iklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi 

lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai 

pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional 

Tujuan : 

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja 

dan pengentasan kemiskinan 

Sasaran : 

Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN 

 
- Misi 4 

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas 

berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

Tujuan : 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif 

Sasaran : 

 Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah 

 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 
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b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya 

pada Tahun 2024 menjalankan mandat  6 Program dan 10 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 20.028.344.222, adapun program dan kegiatan 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.133.069.825,- Indikator Program 

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output 

91% tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang 

menerima gaji dan tunjangan ASN target output 37 orang. 

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator 

Jumlah laporan penyediaan jasa peralayan dan perlengkapan kantor yang 

disediakan target output 12 laporan. 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator jumlah 

laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target 

output 12 laporan. 

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 561.071.334,- Indikator Program 

Jumlah Investor PMA/PMDN dengan target output 190 perusahaan tersebut 

diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan indicator 

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi kabupaten/kota target output 4 

dokumen. 

3. Program Promosi Penanaman Modal 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 703.622.653,- Indicator Program 

persentase calon investor/investor yang mempunya minat berinvestasi dengan 

target output 55% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : 

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daeah 

Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi 

penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen. 

4. Program Pelayanan Penanaman Modal 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.788.254.727,- indicator Program 

ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal 
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dengan target outpu 100% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan 

terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik target output 12.000 pelaku 

usaha. 

b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan 

berusaha berbasis risiko dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha yang 

mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi 

Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha target output 11.500 kegiatan usaha. 

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 810.991.493,- indicator Program persentase 

perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis 

dengan target output 44% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu : 

a. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indicator Jumlah Pelaku 

Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko target output 270 pelaku usaha. 

b. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, 

Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi 

Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan 

Perizinan Berusaha target output 2900 kegiatan usaha. 

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.239.222,- indicator Program 

jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal dengan target 

output 20 lembaga tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu : 

a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizimam Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi 

perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan 
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berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan 

dimanfaatkan target output 4 dokumen. 

 

Adapun 2 perubahan Target pertama sasaran “Meningkatkan Jumlah Investor 

PMA/PMDN” dengan indikator Nilai Investasi Daerah yang awalnya dengan target 50,5T 

menjadi 39,94T, dengan beberapa analisa dari tenaga ahli yaitu :  

1. Analisa berdasarkan proyeksi investasi di Kota Surabaya dan perkembagannya 

berdasarkan peningkatan nilai investasi daerah; 

2. Analisa berdasarkan target investasi nasional; dan 

Perubahan target kedua kegiatan “Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 

Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota” dengan indikator Jumlah Berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, 

Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang diterbitkan yang 

awalnya dengan target 90.000 berkas menjadi 110.000 berkas. 

 

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif 

dapat diuraikan sebagai secara detail pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2024 

N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

1 2.18.01 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KO
TA 

 Tingkat 
kepuasan 
pegawai 
terhadap 
pelayanan 
kesekretaria
tan 

91 % 14,689,708,
836 

2.18.01 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KO
TA 

 Tingkat 
kepuasan 
pegawai 
terhadap 
pelayanan 
kesekretaria
tan 

91 % 16,133,069,
825 

 

  2.18.01.2.02 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 Persentase 
ketepatan 
waktu 
pelayanan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

100 % 10,656,389,
964 

 2.18.01.2.02 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 Persentase 
ketepatan 
waktu 
pelayanan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

100 % 11,961,632,
999 

 

   2.18.01.2.02.000
1 Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

40 
Orang/bu

lan 

10,656,389,
964 

  2.18.01.2.02.000
1 Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

37 
Orang/bu

lan 

11,961,632,
999 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Satu 
Pintu 

Satu 
Pintu 

  2.18.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Persentase 
Ketersediaa
n Barang 
dan Jasa 

100 % 4,033,318,8
72 

 2.18.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Persentase 
Ketersediaa
n Barang 
dan Jasa 

100 % 4,171,436,8
26 

 

    Persentase 
pemeliharaa
n dan 
Pengadaan 
Sarana 
Perkantoran 

100 %     Persentase 
pemeliharaa
n dan 
Pengadaan 
Sarana 
Perkantoran 

100 %   

   2.18.01.2.08.000
3 Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor 
yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

136,986,90
0 

  2.18.01.2.08.000
3 Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkap
an Kantor 
yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

141,141,72
5 

 

   2.18.01.2.08.000
4 Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Dinas 
Penana
man 
Modal 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 

12 
Laporan 

3,896,331,9
72 

  2.18.01.2.08.000
4 Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Dinas 
Penana
man 
Modal 

Jumlah 
Laporan 
Penyediaan 
Jasa 

12 
Laporan 

4,030,295,1
01 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Pelayanan 
Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Pelayanan 
Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

2 2.18.02 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N IKLIM 
PENANAMAN 
MODAL 

 Jumlah 
Investor 
PMA/PMDN 

190 
Perusah

aan 

489,288,09
5 

2.18.02 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N IKLIM 
PENANAMAN 
MODAL 

 Jumlah 
Investor 
PMA/PMDN 

190 
Perusah

aan 

561,071,33
4 

 

  2.18.02.2.02 
Pembuatan Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

 Persentase 
Kesesuaian 
Usaha 
Terhadap 
Peta 
Potensi dan 
Peluang 
Usaha 

74 % 489,288,09
5 

 2.18.02.2.02 
Pembuatan Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

 Persentase 
Kesesuaian 
Usaha 
Terhadap 
Peta 
Potensi dan 
Peluang 
Usaha 

74 % 561,071,33
4 

 

   2.18.02.2.02.000
4 Penyusunan 
Peta Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Dokumen 
Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/
Kota 

4 
Dokume

n 

489,288,09
5 

  2.18.02.2.02.000
4 Penyusunan 
Peta Potensi 
Investasi 
Kabupaten/Kota 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Dokumen 
Peta 
Potensi 
Investasi 
Kabupaten/
Kota 

4 
Dokume

n 

561,071,33
4 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Satu 
Pintu 

Satu 
Pintu 

3 2.18.03 
PROGRAM 
PROMOSI 
PENANAMAN 
MODAL 

 Persentase 
Calon 
Investor / 
Investor 
yang 
Mempunyai 
Minat 
Berinvestasi 

55 % 639,854,70
8 

2.18.03 
PROGRAM 
PROMOSI 
PENANAMAN 
MODAL 

 Persentase 
Calon 
Investor / 
Investor 
yang 
Mempunyai 
Minat 
Berinvestasi 

55 % 703,622,65
3 

 

  2.18.03.2.01 
Penyelenggaraa
n Promosi 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
Calon 
Investor / 
Investor 
Yang 
Memperole
h Informasi 
Peluang 
dan Potensi 
Investasi 

250 
Calon 

Investor / 
Investor 

639,854,70
8 

 2.18.03.2.01 
Penyelenggaraa
n Promosi 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
Calon 
Investor / 
Investor 
Yang 
Memperole
h Informasi 
Peluang 
dan Potensi 
Investasi 

250 
Calon 

Investor / 
Investor 

703,622,65
3 

 

   2.18.03.2.01.000
2 Pelaksanaan 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal 
Kabupaten/

3 
Dokume

n 

639,854,70
8 

  2.18.03.2.01.000
2 Pelaksanaan 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 

Jumlah 
Dokumen 
Hasil 
Kegiatan 
Promosi 
Penanaman 
Modal 
Kabupaten/

3 
Dokume

n 

703,622,65
3 

 



DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA SURABAYA 

 

 

31  

N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Satu 
Pintu 

Kota Satu 
Pintu 

Kota 

4 2.18.04 
PROGRAM 
PELAYANAN 
PENANAMAN 
MODAL 

 Ketepatan 
waktu 
pelayanan 
perizinan 
dan non 
perizinan 
lingkup 
penanaman 
modal 

100 % 3,298,629,0
03 

2.18.04 
PROGRAM 
PELAYANAN 
PENANAMAN 
MODAL 

 Ketepatan 
waktu 
pelayanan 
perizinan 
dan non 
perizinan 
lingkup 
penanaman 
modal 

100 % 3,788,254,7
27 

 

  2.18.04.2.01 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
secara Terpadu 
Satu Pintu 
dibidang 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 jumlah 
berkas 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha, 
Pelayanan 
Perizinan 
Non 
Berusaha 
dan 
Pelayanan 
Non 
Perizinan 
yang telah 
diterbitkan 

90.000 
berkas 

3,298,629,0
03 

 2.18.04.2.01 
Pelayanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
secara Terpadu 
Satu Pintu 
dibidang 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 jumlah 
berkas 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha, 
Pelayanan 
Perizinan 
Non 
Berusaha 
dan 
Pelayanan 
Non 
Perizinan 
yang telah 
diterbitkan 

110.000 
berkas 

3,788,254,7
27 

 

    Jumlah 
kegiatan 

11.500 
Kegiatan 

    Jumlah 
kegiatan 

11.500 
Kegiatan 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

usaha yang 
ijin 
usahanya 
dilakukan 
pemantaua
n 

usaha usaha yang 
ijin 
usahanya 
dilakukan 
pemantaua
n 

usaha 

   2.18.04.2.01.000
6 Penyediaan 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui Sistem 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha yang 
Mendapatka
n 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui 
Sistem 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

12000 
Pelaku 
Usaha 

2,620,860,3
14 

  2.18.04.2.01.000
6 Penyediaan 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui Sistem 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis Risiko 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha yang 
Mendapatka
n 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
melalui 
Sistem 
Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 

12000 
Pelaku 
Usaha 

2,980,953,5
97 

 

   2.18.04.2.01.000
8 Pemantauan, 
analisis, 
evaluasi, dan 
pelaporan di 
bidang perizinan 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan

Jumlah 
Kegiatan 
Usaha yang 
mendapat 
pemantaua
n, analisis, 

11500 
Kegiatan 
Usaha 

677,768,68
9 

  2.18.04.2.01.000
8 Pemantauan, 
analisis, 
evaluasi, dan 
pelaporan di 
bidang perizinan 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan

Jumlah 
Kegiatan 
Usaha yang 
mendapat 
pemantaua
n, analisis, 

11500 
Kegiatan 
Usaha 

807,301,13
0 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

berusaha 
berbasis risiko 

an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

evaluasi, 
dan 
pelaporan di 
bidang 
perizinan 
berusaha 
berbasis 
risiko Lintas 
Daerah 
Kabupaten/
Kota bagi 
Kegiatan 
Usaha Dari 
Pelaku 
Usaha 

berusaha 
berbasis risiko 

an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

evaluasi, 
dan 
pelaporan di 
bidang 
perizinan 
berusaha 
berbasis 
risiko Lintas 
Daerah 
Kabupaten/
Kota bagi 
Kegiatan 
Usaha Dari 
Pelaku 
Usaha 

5 2.18.05 
PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN 
MODAL 

 Persentase 
perusahaan 
yang 
menyampai
kan LKPM 
(Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) 
dibandingka
n dengan 
perusahaan 
yang 
mengikuti 

44 % 705,537,40
5 

2.18.05 
PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN 
MODAL 

 Persentase 
perusahaan 
yang 
menyampai
kan LKPM 
(Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) 
dibandingka
n dengan 
perusahaan 
yang 
mengikuti 

44 % 810,991,49
3 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

bimbingan 
teknis 

bimbingan 
teknis 

  2.18.05.2.01 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
perusahaan 
yang 
menyampai
kan LKPM 
(Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) yang 
telah di 
bimtek 
maupun 
yang belum 
mengikuti 
bimtek 

1.300 
perusaha

an 

705,537,40
5 

 2.18.05.2.01 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal yang 
menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
perusahaan 
yang 
menyampai
kan LKPM 
(Laporan 
Kegiatan 
Penanaman 
Modal) yang 
telah di 
bimtek 
maupun 
yang belum 
mengikuti 
bimtek 

1.300 
perusaha

an 

810,991,49
3 

 

   2.18.05.2.01.000
5 Bimbingan 
Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha yang 
Mengikuti 
Bimbingan 
Teknis/ 
Sosialisasi 
Implementa
si Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko dan 

270 
Pelaku 
Usaha 

174,441,96
2 

  2.18.05.2.01.000
5 Bimbingan 
Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Pelaku 
Usaha yang 
Mengikuti 
Bimbingan 
Teknis/ 
Sosialisasi 
Implementa
si Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko dan 

270 
Pelaku 
Usaha 

174,441,96
2 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Pengawasa
n Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko 

Pengawasa
n Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko 

   2.18.05.2.01.000
6 Pengawasan 
Penanaman 
Modal 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Kegiatan 
Usaha dari 
Pelaku 
Usaha yang 
Telah 
Dianalisa 
dan 
Diverifikasi 
Data, Profil 
dan 
Informasi 
Kegiatan 
Usaha dari 
Pelaku 
DIlakukan 
Inspeksi 
Lapangan ; 
serta 
DIlakukan 
Evaluasi 
Penilaian 
Kepatuhan 
Pelaksanaa

2900 
Kegiatan 
Usaha 

531,095,44
3 

  2.18.05.2.01.000
6 Pengawasan 
Penanaman 
Modal 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Jumlah 
Kegiatan 
Usaha dari 
Pelaku 
Usaha yang 
Telah 
Dianalisa 
dan 
Diverifikasi 
Data, Profil 
dan 
Informasi 
Kegiatan 
Usaha dari 
Pelaku 
DIlakukan 
Inspeksi 
Lapangan ; 
serta 
DIlakukan 
Evaluasi 
Penilaian 
Kepatuhan 
Pelaksanaa

2900 
Kegiatan 
Usaha 

636,549,53
1 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

n Perizinan 
Berusaha 

n Perizinan 
Berusaha 

6 2.18.06 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DATA DAN 
SISTEM 
INFORMASI 
PENANAMAN 
MODAL 

 jumlah 
permohona
n 
pemanfaata
n data 
investasi 
dan 
penanaman 
modal 

20 
lembaga 

205,326,17
5 

2.18.06 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DATA DAN 
SISTEM 
INFORMASI 
PENANAMAN 
MODAL 

 jumlah 
permohona
n 
pemanfaata
n data 
investasi 
dan 
penanaman 
modal 

20 
lembaga 

151,239,22
2 

 

  2.18.06.2.01 
Pengelolaan 
Data dan 
Informasi 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
yang 
Terintegrasi 
pada Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
perusahaan 
yang 
dilakukan 
evaluasi 
kinerja 
penanaman 
modal 

400 
perusaha

an 

205,326,17
5 

 2.18.06.2.01 
Pengelolaan 
Data dan 
Informasi 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
yang 
Terintegrasi 
pada Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
perusahaan 
yang 
dilakukan 
evaluasi 
kinerja 
penanaman 
modal 

400 
perusaha

an 

151,239,22
2 

 

   2.18.06.2.01.000
2 Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan 
Data dan 
Informasi 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan

Jumlah 
Data dan 
Informasi 
Perizinan 
Berbasis 
Sistem 

4 
Dokume

n 

205,326,17
5 

  2.18.06.2.01.000
2 Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan 
Data dan 
Informasi 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan

Jumlah 
Data dan 
Informasi 
Perizinan 
Berbasis 
Sistem 

4 
Dokume

n 

151,239,22
2 
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N
o 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Catat
an 

Penti
ng 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Program/Kegiata
n/Sub Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu 
Indikatif 

Perizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 
yang 
Diolah, 
Dikaji dan 
Dimanfaatk
an 

Perizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara Elektronik 

an 
Terpadu 
Satu 
Pintu 

Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 
Terintegrasi 
secara 
Elektronik 
yang 
Diolah, 
Dikaji dan 
Dimanfaatk
an 
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BAB IV 

  PENUTUP 

 

 

      Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024. 

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja 

berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kota Surabaya Tahun 2024. 

        Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan 

keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan 

pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang 

baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya. 

 

         Surabaya, 7 Agustus 2024 

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
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